BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 17 TAHUN
2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari APBD maka perlu dilakukan Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan , Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Simeulue
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simeulue
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan

. Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian
/£ Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Simeulue;
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A

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnans Citta«s 0 (405
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Gineine fe sy,

Foad

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomeor 17 Tarin 240

A
5

tentang Tata Cara Penganggaran,  Peisessanis
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungssaiss, w007
Monitoring dan Evaluasi Pemberizn Hivah dan bBantus: 8
Pemerintah Kabupaten Simeulue;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentsng Pemtnntiuas
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembasan Weyzrz
Republik Indonesia Tahun 1999  Nomor 176 Tzmranzl
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38497);

.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentzng 7ZL0z207270
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiz
Nomor 47, Tambahan Lembaran liegarz Republik Indonesi
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertendziizizzn
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiz
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negarz Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintzha

(Lembaran Negara Republik Indonesiz Tz hun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Inc donesia Nomor 2438|:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 27C02N
Indonesiz Tahun

Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penzanggulangzn
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia T hun 2007
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesesjahterazn
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4967);

8. Undang-Un ndang...
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\

N Undnng Unding, Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Nencann (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2007
Nomor 66, ‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor A7200),

O Pernturan Pemerintah Nomor 57 ‘Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daernh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 139, Tambahan  Lembaran  Negara Republik
Indonenin AH77),

10 Peraturan Pemerintnh - Nomor 58  Tahun 2005 tentang
Penpelolann Keunngan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonenia Taliun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

11 Pernturan Pemerintnh Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Aluntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 51065);

12 Pernturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Perubahan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang
Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang
hersumber dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima
Langsung oleh Kementerian Negara/lLembaga Dalam Bentuk

Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

X/ 669);
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Menetapkan :
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| 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 541);

16. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan
Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah
Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun
2011 Nomor 17) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati
Simeulue Nomor 16 Tahun 7012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Simeulue

(Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.
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Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Simeulue Nomor 17

Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban  serta

Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

) Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan
16 Tahun 2012 tentang

011

Pemerintatl
Peraturan Bupati Simeulue Nomor

Perubahan atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 17 Tahun 2

tentang Tata Cara Penganggararn, pelaksanaan dan Penatausahaan,

an dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Eval
Pemerintah Kabupaten

Pelapor uasl

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Simeulue diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagal

berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah  Kabupaten

Simeulue.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.

3. Bupati adalah Bupati Simeulue.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah vang

dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan
s dan disetujul

yang

tahunan pemerintah daerah yang dibaha
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK,

£ dengan Qanun.
5. Pejabat...-

dan ditetapkan
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6. Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah yang selanjutnye

disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola

keuangan daerah yang mempunyai
ak sebagai Bendahara Umurn

tugas melaksanalkan

pengelolaan APBK dan bertind

Daerah.
Jola Keuangan Dacrah yang selanjutnya

7. Satuan Kerja Penge
at daerah pada Pemerintah

disingkat SKPKD adalah perangk

Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBK.

Kabupaten yang selanjutnya

8. Satuan Kerja Perangkat
pada Pemerintah

disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah

Daerah selaku pengguna anggaran/barang.

Kabupaten yang selanjutnya
an keputusan

9. Tim Anggaran Pemerintah
disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk deng

kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang

mempunyai  tugas menyiapkan  serta melaksanakan

a penyusunan APBK

kebijakan Kepala Daerah dalam rangk
aerah, PPKD

yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana d

ainnya sesuai dengan kebutuhan.

dan pejabat |
ang selanjutnya

10.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD 'y

disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara

Umum Daerah.

11.Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya

disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan

pengganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran

SKPK.

12.Dokumen Pelaks
disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan

gelolaan Keuangan Daerah selaku

anaan Anggaran PPKD yang selanjutnya

anggaran Badan Pen

Bendahara Umum Daerah.

13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya

disingkat DPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat

pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan

sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

13. Hibah....

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

14 Hibah adalah pemberian uang/bsrang atsu loss o
pemerintah  daerah kepada  pemerintal - pusst sis
pemerintah daerah lain, Badan Usaba Milik Nepgra/lmdz,
Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan  (ryernisss
Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesiz is0g

23 ¥l oY |

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannys, il
tidak wajib dan tidak mengikat, serts tdak secarz ©rus
menerus vang bertujuan untuk menunjang penyelengyi e’
urusan pemerintahan daerah.

15 Bantuan Sosial adalah  pemberian  bantuzn o oer Lz

uang/barang dari pemerintah daerah kepadz  indivi
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang silztniz
hertujuze

tidak secara terus menerus dan selektif yang erty]

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sz

Iy LT
o a;;{ G2 /7=

16.Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwz ¥
menimbulkan potensi terjadinya kerentanzn sosizl veang
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan =
masvarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis eczon
krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yzng [i/z

 §7 - SN

semnalin

tidak diberikan belanja bantuan sosial akan

terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

7 Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingzz®

—
~

Z

NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber <

-~

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten zaniz’z
Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.
18.Oreanisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dipentux
oleh anggota masyarakat warga Negera Republik Indonesiz
secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profes:
fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam
rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negarz
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat

nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-

undangan.

2 Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah.
sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

| o PRPN |
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(1) Bupati dapat memberikan hibah sesuai

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud

(4) Pemberian hibah sebagaimana

3. Ketentuan Pa

Pasal 4

kemarmpuan

keuangan Kabupaten.

pada ayat (1)
dilakukan sctelah memprioritaskan pemenuhan belanja
urusan wajib dan belanja urusan pilihan,

pada ayat (1)

ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program

Pemerintah Kabupaten gesuai urgensi dan

dan kegiatan

kepentingan Pemerintah Kabupaten dalam mendukung

terselenggaranva fungsi pemerintahan, pembangunan dan

kemasvarakatan dengan memperhatikan — asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat

dimaksud pada ayat (1]

memenuhi kriteria paling sedikit:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak secara terus
setiap tahun anggaran sesuai dengan

kecuali ditentukan

menerus

kemampuan Pemerintah Kabupaten
lain oleh peraturan perundang-undangan;

memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Kabupaten
dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan; dan

d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

sal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

Pemerintah Pusat;

Pemerintah Daerah lain;
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

dan/atau

. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum Indonesia;

4. Ketentuan.....

Dipindai dengan CamScanner
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1/

Vet Vess) § diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai

£ 4L
37 osyed

Jnll.-, J ()

YRV

Gl wepndn peneriptah pusal sebagaimana dimaksud

1 Vassl 5 hurud z diberikan kepada satuan kerja dari
pementenzn [Jembsys pemerintah non kementerian  yang
wilisyh) berjnnys dslam kabupaten Simeulue.

() $mh kepuds pemerintah daerah lainnya sebagaimana
dinaksiud dulzm Vaszl 5 huruf b diberikan kepada daerah
e bsiu o hasil  pemekaran  daerah  sebagaimana
dizrmnstsn peraturzn perundang-undangan.

(4) Hibuh  kepads Jiadan Ussha Milik Negara sebagaimana
Airnasud dalam Pass) 5 huruf ¢ diberikan dalam rangka
untul meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai
denypn peraturan perundang-undangan.

(4) Hilmh hepads Bzdan Usaha Milik Daerah sebagaimana
dirnpbeud dzlam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka
Untulk  meneruskan  hibah  yang diterima Pemerintah
Yuhupsien dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan
st uran perundang-undangan.

() b repuads Badan dan lembaga sebagaimana dimaksud
dslzrn Vmes) 5 nuruf d diberikan kepada badan dan lembaga:
%, yany bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk

Lerdnesrkan peraturan perundang-undangan;

yany bersifat pirlaba, sukarela dan sosial yang telah

remiliki Gurat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh

Menteri Dalzm Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota,;

141

#1054 hersifat  nirlaba, sukarela  dan sosial

-

N

s

~
-

hemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/
Vesstuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang
masih  hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah
pusst dan/atau  Pemerintah  Kabupaten melalui
pengesahan  atau  penetapan dari pimpinan instansi
yertika) atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
sesuzl dengan kewenangannya.

(6) Hibah

X
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(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalan Pasal 5
huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan
yang berbadan  hukum perkumpulan  yang telah
mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian
yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia

sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai

herikut :

Pasal 7

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling
sedikit:

a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang
bersangkutan.

b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa
setempat; dan

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah
Kabupaten.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan
persyaratan paling sedikit:

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3
tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah
Kabupaten; dan

c. memiliki sekretariat tetap di Kabupaten.

6. Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi

g/ sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

11
Pasal 8

(1) Pemerintah pusat, Pemerintah Dacrah lain, suclary sl
Milik Nepara atau Badan Usaha Milik acraby, badan dan
lembaga  serta organisasi kemanyarakatan  sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan unulan hibah
secara tertulis kepada Bu pati,
(2) Bupati menunjuk SKPK terkait untuk melakukan eyalunsi
usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Kepala SKPK terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menyampaikan hasil cvaluasi berupa rekomendasi kepads

Bupati melalui TAPK.

(4) TAPK memberikan  pertimbangan atas  rekomendasi
schagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas

dan kemampuan keuangan daerah.

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, schingga Pasal 11 berbunyi

sebagai berikut:
pasal 11

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung,

jenis belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah pada

PPKD.
(2) Obyek belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat (

hibah dan rincian obyek belanja hibah

1) meliputi:

a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lain;

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha milik

Daerah; dan/atau

d. Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum Indonesia,;
arang atau jasa sebhagai
garkan dalam kelompok belanja

(3) Hibah berupa b mana dimaksud

dalam pasal 10 ayat (2) diang
yang diformulasikan kedalam
edalam jenis belanja barang dan

langsung program dan

kegiatan, yang diuraikan k
belanja hibah barang atau jasa d
jasa yang diserahkan kepada

jasa, obyck an rincian obyek
belanja hibah barang atau
pihak ketiga/ masyarakat pada SKPK.

8. Ketentuan...,
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8. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi

sebagai berikut:
Pasal 14

(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran
uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan
dengan Keputusan Bupati berdasarkan Qanun tentang

tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pelaksanaan APBK.

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Kabupaten

kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan

NPHD.
(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan

mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Bupati dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/
kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan urusan
wajib dan urusan pililhan dengan memperhatikan asas

keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk

masyarakat.

10. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai

& berikut:
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Pasal 43

(1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap:

a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diaku
keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013.

b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum
berdasarkan Staasblad 1870 Nomor 64 tentang
perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum
(Rechtspersoonlijkheid van vereenigingen) vang berdin
sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
dan konsisten mempertahankan Negara kesatuan
Republik Indonesia, tetap diaku keberadaan dan
kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu
melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013.

c. Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki Surat
Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku
sampai akhir masa berlakunya.

d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga
Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara
Indonesia atau Badan Hukum Asing yang telah beroperas:
harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17

L Tahun 2013 diundangkan.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 27 September 2017 M
j 05 Muharram 1439 H

BUPATI SIMEULUE, /77

/A
ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 27 September 2017 M
05 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

P tewcecsz -

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR
59
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